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INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Memperoleh

gambaran C mengukur kinerja tata memacu dan ] melakukan publikasi

kelola keuangan memotivasi atas hasil pengukuran
(p eta) daTe'rah yang efektif, pemerintah  provinsi Indeks  Pengelolaan
efisien, transparan dan dan  kabupaten/kota Keuangan Daerah bagi
akuntabel dalam dalam meningkatkan pemerintah daerah
p engUkuran periode tertentu; kinerja pengelolaan pI‘OVinSi, kabupaten,

keuangan daerah; dan kota;

indeks
pengelolaan
keuangan

meningkatkan  peran

memberikan A
parat Pengawasan
daerah pengh:flrgaan kepada Intern Pemerintah
P . . d pemerlntah. o (llaerah dalam mewujudkan
TYovinsi dn yang memiliki indeks pengawasan

pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan

Kab / KOta daerah yang terbaik; daerah yang transparan

dan akuntabel.




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

IPi\D

INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

-]

2. PENGALOKASIAN ANGGARAN

1. KESESUAIAN DOKUMEN
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN

Kesesuaian program RPJMD & RKPD
Kesesuaian program RKPD & KUA-
PPAS

Kesesuaian Program KUA-PPAS & APBD
Kesesuaian Pagu RKPD & KUA-PPAS
Kesesuaian Pagu KUA-PPAS & APBD

1) Ketepatan waktu
pengungkapan

2) Keteraksesan

5. KONDISI KEUANGAN
DAERAH

Kemandirian keuangan
Solvabilitas jangka
panjang

Fleksibilitas keuangan
Solvabilitas layanan
Solvabilitas Operasional
Solvabilitas jangka pendek

N

o0k w

2.

3.

4.

BELANJA DALAM APBD
1.

Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan min
20% dari APBD

Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan min
10% dari APBD

Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang
langsung dalam alokasi Dana Transfer min 25% dari
DTU

Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi SPM sesuai
perundang-undangan

4. PENYERAPAN ANGGARAN

Belanja Transfer daerah
Belanja Operasional
Belanja Modal

Belanja tak terduga

2LehE

6. OPINI BPK ATAS LKPD

Pengukuran dilakukan terhadap hasil
terhadap LKPD selama 3 tahun berturut-turut.

opini BPK
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Bappeda Provinsi terkait dokumen RPJMD
dan RKPD;

Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait
KUA-PPAS, APBD, dan LKPD

Dinas Kominfo Provinsi sebagai pengelola .

website Pemda, terkait transparansi
dokumen pengelolaan keuandan daerah

Inspektorat Daerah Provinsi terkait Opini .
BPK atas LKPD

Dinas Kominfo Kab/Kota sebagai pengelola
website Pemda, terkait transparansi
dokumen pengelolaan keuandan daerah

Inspektorat Daerah Kab/Kota terkait Opini
BPK atas LKPD

KEUANGAN DAERAH

HER2

PENGUKURAN
INDEKS
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
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KEUANGAN DAERAH

APLIKASI PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

alamat web: http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/

Instansi Username Password

jambi_15 123456
Kabupaten Batanghari batanghari_1504 123456
Kabupaten Bungo bungo_1508 123456 Daftar Username

Kabupaten Kerinci kerinci_1501 123456 dan Password

Kabupaten Merangin merangin_1502 123456 Provinsi Jambi dan

Kabupaten Muaro Jambi muarojambi_1505 123456 Kabupaten/Kota se-
Kabupaten Sarolangun sarolangun_1503 123456 Jambi

Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanjungjabungbarat_1506 123456
Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanjungjabungtimur_1507 123456
Kabupaten Tebo tebo_1509 123456
Kota Jambi tebo_1509 123456

Kota Sungai Penuh kotasungaipenuh_1572 123456




2018

PROVINSI

1 Provinsi Jambi
2 Kabupaten Batanghari
3 Kabupaten Bungo
4 Kabupaten Kerinci
5 Kabupaten Merangin
6 Kabupaten Muaro Jambi
7 Kabupaten Sarolangun
8 Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
10 Kabupaten Tebo
11 Kota Jambi
DATA 12 Kota Sungai Penuh




2019

PROVINSI

1 Provinsi Jambi
2 Kabupaten Batanghari
3 Kabupaten Bungo
4 Kabupaten Kerinci
5 Kabupaten Merangin
6 Kabupaten Muaro Jambi
7 Kabupaten Sarolangun
8 Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
10 Kabupaten Tebo
11 Kota Jambi
DATA 12 Kota Sungai Penuh




2020

PROVINSI
\

1 Provinsi Jambi

2 Kabupaten Batanghari

3 Kabupaten Bungo

4 Kabupaten Kerinci

5 Kabupaten Merangin v

6 Kabupaten Muaro Jambi v

7 Kabupaten Sarolangun \

8 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Vv

9 Kabupaten Tanjung Jabung Timur v

10 Kabupaten Tebo v
11 Kota Jambi v

DATA 12 Kota Sungai Penuh Vv
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alamat web: http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/

1}
o]

T8 E 000 TAMPILAN
@ Dashboard Q DASH BOARD
1

IPKD KABUPAT TA

> : APLIKASI

S Hasil Pengukuran 2
—
—

PENGATURAN

@ Data Instansi

& Ubah Password

Tingkatkan Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah dan
© ma Jadilah Instansi Terbaik !.

Hub Kal
8 Hubungi Kami Siapakah instansi terbaik selanjutnya pada tahun 2021 2

] Dokumen IPKD

LOGOUT

> Keluar Sistem e
1 Menu Laporan

Pada menu laporan berisi sub menu penginputan data 6 Dimensi

2 Menu Hasil Pengukuran IPKD
Pada menu ini berisikan data hasil pengukuran IPKD yang telah di
lakukan oleh Provinsi

3 Menu Logout
Menu ini berfungsi jika Pemda ingin keluar dari Aplikasi IPKD.
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Dimensi-1
Kesesuaian
Dokumen

4

Perencanaan dan

KUA-PPAS APBD
Penganggaran

IPKD

i
o

™= ndonesia B 83 M O °

Dashboard
Buat Data RPJMD Baru

" IPKD PROVINSI
‘ Laporan ~
Nama “(':Fld a Pemerintah Daerah e Dimensi1 RPJ MD
Dimensi 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dimensi 3
Dimensi 4

Nama Wakil Kepala Pemerintah Daerah

Dimensi 6

8 Hasil Pengukuran
- |PKD KABUPATEN | KOTA RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
Periode Awal RPJMD Periode Akhir RPJMD penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana
. &1 Laporan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
v Pilih periode akhir laperan yang ingin dibuat n

1 Pengukuran

S Hasil Pengukuran Lu. Detail RPIMD A File Pernyataan W Hapus Data lul Detail RPIMD [ File Pernyataan @ Hapus Data

Buat Laporan RPJMD PENGATURAN
@ Data Instansi

& Ubah Password ® n @

BANTUAN

® FAQ

e

Pilih periode awal laporan yang ingin dibuat

8 Data 20 Data 40 Data 60 Data




KEMENTERIAN DALAM NEGERI

|
REPUBLIK INDONESIA rf“‘J] I P b \D

INDEKS PENGELOLAAN

KUA-PPAS

O -
AT

Dimensi-1
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran

APBD

IPKD ™ ndonesia [

MAIN
Buat data RKPD baru disini
@ Dashboard

IPKD KABUPATEN /

| 5.t Data RKPD Bary | 47D

Dimensi 3

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Dimensi 4

2 RKPD Tahun 2021 l2 RKPD Tahun 2020
8 Hasil Pengukuran

2016-2021
PENGATURAN

@ Data Instansi

ks Detail RKPD

L Detail RKPD

m mn RKPD BANTUAN
® FAQ
~ 2 RKPD Tahun 2019 l2 RKPD Tahun 2018
& Hubungi Kami

B Dokumen IPKD

LoGOUT

> Keluar Sistem .
ks Detail RKPD

@ File Pemyataan @ Hapus Data Il Detail RKPD @ File Pernyataan [l Hapus Data
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=" Dimensi-1
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaan d
Penganggaran

APBD

IPKD = Q ™= ndonesia @ 88 M O °

MAIN % Buat data KUA-PPAS baru disini
® Dashboard

IPKD KABUPATEN / KOTA
I (5 Laporan ~

+  Dimensii KUA = PPAS

Dimensi 2

Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Dimensi 3

Dimensi 4

Buat Data KUA-PPAS Baru x Dimensi 5

Dimensi 6

2 KUA-PPAS Tahun 2020 2 KUA-PPAS Tahun 2019
S Hasil Pengukuran

Uata Thstans

penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya, penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya,

Detail KUAPPAS B File Pernyataan il Hapus Data

&  Ubah Password
k. Detail KUAPPAS [ File Pernyataan @ Hapus Data
BANTUAN
® FAQ
& Hubungi Kami
g 2 KUA-PPAS Tahun 2018
[ Dokumen IPKD

KUA-PPAS memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan

LOGOUT

& Keluar St pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
cluar Sistem
penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya,

. Detail KUAPPAS [ File Pernyataan @ Hapus Data
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lene
S
RPJMD RKPD KUA-PPAS

= |ndonesia [

Lo >3
MR oA ¥

Dimensi-1
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran

IPKD

I
o]

20 0@

MAIN
% Buatglata APBD baru disini
@ Dashboard

IPKD KABUPATEN / KOTA

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Buat Data APBD Baru

Dimensi 4

’ Dimensi 5

Dimensi 6

| - . . 2 APBD Tahun 2020
| anur s sil Pengukuran

ANggaraT renaapaTan od

-
BANTUAN
@ FaQ
& Hubungl Kami 2 APBD Tahun 2018

& Dokumen IPKD

22 APBD Tahun 2019

sisten dengan

ATOgare T OO BTN NEgara (APET)
kil Detail APBD B File Pernyataan [l Hapus Data

Ll

alan dengan tujuan bernegara dan ju

LocouT 1ja Negara (APBN)

& Keluar Sistem
& xe = L Detail APBD [ File Pernyataan @l Hapus Data
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Dimensi. 1 o =
Kesesuaian

Dokumen Cara Mengupload Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran

IPKD

Contoh : Dokumen RKPD (Langkah yang sama untuk dok.KUAPPAS dan APBD

== ndonesia [ 88 ([0 O °

MAIN
Dimensi1 | Laporan Kesesuaian Dokumen B

@ Dashboard canaan dan Penganggaran RKPD Kembali

IPKD KABUPATEN / KOTA

B Laporan ~

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3
Di i1
‘ fmenst Download template Excel dan isi 6 kolom yang tersedia dengan informasi Upload template excel yang sudah berisi data instansi anda dan pastikan Upload file pemyataan instansi anda dalam bentuk PDF. File pernyataan
Dimensi 2 pada instansi anda. Pastikan mengisi semua kolom dan tidak ada baris tidak ada baris yang kosong atau terlangkan. Algoritma akan dinentikan jika hanya dapat di upload sekali dan untuk menghapusnya maka harus
Dimensi 2 yang terlangkah terdapat hal seperti itu menghapus laporan ini
Dimensi 4
Dimensi 5 Download Template Upload File Excel Upload File Pernyataan
Dimensi 6

8 Hasil Pengukuran

PENGATURAN Detail Laporan

@ DataInstansi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. Berikut adalah detail laporan instansi anda:

& Ubah Password
Tahun RKPD Periode RPJMD

2021 2016-2021

BANTUAN

22 RKPD Tahun 2021

Rencana Kerja Perangkat Doerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

3

(RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi doerah.

ki Detail RKPD [A File Pernyataan [l Hapus Data
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Dimensi-1
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran

@ =

Cara Mengupload Dokumen

Contoh : Dokumen RKPD yang berhasil diupload maka akan muncul table sebagai berikut

IPKD = Q ™ ndonesia B 88 @M O °
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. Berikut adalah detail laporan instansi anda.

MAIN

@ Dashboard Tahun REPD Pericde RPIMD

2021 2016-2021

Download Laporan

IPKD KABUPATEN / KOTA
E Laporan v

#  Dimensi1

Cari Detail Laporan

Hapus Laporan

Dimensi 2
Dimensi 3
Dimensi 4
oi s 12 KESEHATAN 1212123 Program Manaj¢ en Kes ... Dinas Kesehatan Rp. 6.080.708.122 ..
imensi
Dimensi & 12 KESEHATAN 1212122 Program Keseh Mas .. Dinas Kesehatan Rp. 8.763.046.130 ...
U ﬂtU k m e n C a rl & Hasil Pengukuran 12 KESEHATAN 1212121 Program Keseh Aki . Dinas Kesehatan Rp.1.800.521160 ...
PENGATURAN
. 1212120 Program Peningl lans$.. Dinas Kesehatan Rp.18.176.000.000 ...
detil laporan -
& Ubah Password 12 KESEHATAN 121219 Program Pening jan$.. Dinas Kesehatan Rp. 36.174.953.493 ...
k BANTUAN 12 KESEHATAN 121212 Program Sumbe  fayaK .. Dinas Kesehatan Rp. 83.651.522.203 ...
ntu @ _FAQ
TR R = = Kes .. Dinas Kesehatan Rp. 21.823.344.958 ...
l I l d I d Dok IPKD
enaownloa &' Dokumen u PENDIDIKAN nms4 Program Dukungan Mana ... Dinas Pendidikan Rp. 32.301.389.600 ...
LOGOUT
a po ra n 11 PENDIDIKAN nms3 Program Dukungan Mana ... Dinas Pendidikan Rp.29.928722.900 ...
[ Keluar Sistem
U ntu k 1 PENDIDIKAN mns2 Program Dukungan Mana ... Dinas Pendidikan Rp. 40.331.030.000 ...
e n gh a p u S - = Rp. 48.719.292.349
11 PENDIDIKAN mnso Program Dukungan Mana ... Dinas Pendidikan Rp. 48.933.066.000 ...
Ia po ra n Al PENDIDIKAN nmag9 Program Dukungan Mand ... Dinas Pendidikan Rp. 38.868.714.315 ...
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Dimensi-2
Alokasi . Laporan Dimensi 2
B elanJ a — Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

dalam APBD

mens 2

indikator yang terdopat pada Dimens ini merupakan Mandatory Spending beberopa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

# Alokasi Balanja Fungsi Pendidikan 20% dar APBD

@ Dimensi 3 ¥ Alokasi Belanja Fungsi Kesshatan 10% dari APBD diluar Gaji

» Alokosi Jumibah belanja nsfrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transter mininal 25% dari Dana Transter Lirmum
# Dimensl 4 # Alokoasi Belanja Untuk memenuhi Standar Pelayanan Mininal (5PM)
& Dimensi 5 B Laporan Dimensi 2 O Carg Penentudn Skor B Dokumen Dimensi 2

& Dimansi & 1 2 3

1 Menu Laporan Dimensi 2
halaman ini berfungsi sebagai inputan dokumen laporan Alokasi Dana
Pendidikan, Alokasi Dana Kesehatan, Alokasi Belanja Infrastruktur dan
Indikator Alokasi Belanja Untuk Memenuhi SPM.

2 Menu Cara Penentuan Skor
halaman ini berisi tentang bagaimana cara penentuan skor untuk & Gappight 2001 &
Dimensi 2

Fapulodlc ind 5 ALFHA Version 21

3 Menu Dokumen Dimensi 2
halaman ini berisi dokumen petujuk teknis
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“Dimensi-2 ngupload Dokume

KEUANGCAN DAERAH
It ¢ ) (Wes T
O aS 1 ° s Alokasi Dana Pendidikan 1

o Belenia Longaung bickang pendidikon Belonjo Tidak Laagiung bidang Mendaitan
‘ a I I a :: Selanka langeung Dinas Pondidkan Belona Thiak longsung pada KPR

deionia Langmung inoe Bskonja Tidak Lengmung poda Bekanga Dow
Pershidion yong Menghosikan cings Perxiciton (Belang Boriuan Keuongan Kepada

Outpet Manusjong pendidkan Paganal) PRME Loinviyo dom penerintan

Beicrfo Pegowa Bakxye borang don jase salan Modal s o thdang Hiboh Rk Penckditon Bantuon Saakd unluk Pencidian
a am A P B D —
it Alokasi Dana Kesehatan Z

Alokasi jumlah belanja untuk fungsi Sy i s i g s

Bl Longsung d v B DOoer Cof AT
.
pendidikan min 20% dari APBD e s

Menghasikan o Pogowor) pes h domrch Kinowo Bontuan Sosiol unty
e Belanya Kod Merunjang Kesehotor 2ot yong menuniang HKING i untik o o
msehaton
ranstor Urmum Yorg diparhitunghon Dolans ot o
Poanedmoon Dona Transfor Umum Pongurang balonio longeung

Alokasi jumlah belanja untuk
infrastruktur min 25% | T : VTSR TR P I

U U ¥

rﬁemenuhi SPM sesuai perundang-

tuk Memenuhi SPM 4
alab=la ~1a

SUMBER DATA : . e
PERUBAHAN APBD S
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Informasi Ringkasan Dokumen RKPD ’

Informasi Kebijakan Umum Anggaran

Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon
Anggaran
Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD

Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD

o vl B w N K

Informasi Ringkasan Dokumen
Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD

Dimensi-3
Tran S p aran S i 7 Informasi Peraturan Daerah tentan

APBD _ KETEPATAN WAKTU :
Pe nge IOIaan 8 Kgg:)maﬁ Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran TG L U NGGAH . TG L

9 In;ormasi Ringkasan DPA SKPD
10 | i DPA PPKD
[< e l I a I I ga I I 11 I:fg:mg:: Realisasi Pendapatan Daerah PENETAPAN S 30 HARI
12 Informasi Realisasi Belanja Daerah
D r h 13 Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah
ae a— 14 Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan
APBD
15 Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
16 Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
17 Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD
18 Informasi Rencana Umum Pengadaan .
19 Informasi SK Ke;')‘ala Daerah tentang Pejabat Pengelola KETERAKS ESAN .
Keuangan Daera
20 Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan LI N K/URL WEB PEM DA
(R DAPAT DIAKSES TANPA
21 In;ormasi Laporan ArusI» Kas _—
. . 22 Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD
Keterangan . D]'Skomlnfo 23 Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD VERI FI KASI (PASSWOR D’
berkoordinasi dengan LT — USERNAME, DLL)
nformasi CaLK Pemerintah Daera
Bappeda dan BPKAD dalam 26 Inforn;‘asi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan
D
mel’lgunggah 29 dOkumen 27 In?‘g:?nasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan

Pemerintah Daerah

ke dalam website pemda

28 Informasi Penetapan Perda Pertanggunjawaban
Pelaksanaan
APBD

29 Informasi Opini BPK RI
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ERR

Transparansi
Pengelolaan
Keuangan

Daerah —

IPKD

Dokumen Tahun 2031

EE |ndonesia

oDo@

MAIN

@ Dashboard

IPKD PROVINSI
X Buat data dokumen baru
Laporan v

Dimensi3 | Laporan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kembal

Dimensi 1
Dimensi 2 Detail Laporan
+  Dimensi3 Dimensi 3 atau Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 28 Dokumen yang akan di jadikan sebagai indikator pengukuran. Skor pada dimensi ini diukur berdasarkan
‘ a ra ketepatan waktu pada tanggal unggah dengan tanggal penetapan. Jarak dari kedua tanggal tersebut akan di jodikan sebagai penentu skor setiap dokumen.
Dimensi 4
Dimensi §
M Nama Dokumen Tahun Dokumen Tanggal Penetapan - Tanggal Unggah
enguploa
Pilih dokumen yang ingin dilihat - Pilih tahun dokumen yang ingin dilihat -

D k m n 3 Hasil Pengukuran
O u e Cari Detail Laporan

IPKD KABUPATEN | KOTA
Laporan
1! Pengukuran

& Hasil Pengukuran No. Jenis Dokumer Tahu

Tanggal Unggat Link / URL
PENGATURAN 1 Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD 2018 26 November 2021 24 Novemnber 2021 http://google.com
@ Data Instansi
2 Informasi Kebijakan Umum Anggaran 2021 17 November 2021 18 November 2021 http:/ [ipkd-bpp.kemen ..
& Ubah Password
3 Informasi Ringkasan Dokumen RKPD 2021 01 Novemnber 2021 17 November 2021 http://lalala.com

BANTUAN

@ FAQ 4 Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran 2021 01 November 2021 17 November 2021 http:/ Jadwa.com



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA I P : \ D
"l INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Buat Laporan Dimensi 3

Tahun Dokumen

Dokumen Tahun 2021 v

Menampilkan dokumen yang belum pernah dibuat pada tahun anggaran yang telah kamu pilih diatas. Dokumen yang sudah dibuat atau sudah diukur tidak ditampilkan. Jika
kamu tidak menemukan dokumen yang kamu cari maka dokumen itu sudah pernah dibuat pada tahun tersebut.

° °
Ada 26 dokumen lagi yang belum kamu buat di tahun yang kamu pilih diatas. Semakin lengkap laporan kamu maka kamu bakalan dapet indeks total yang bagus, karena
1 I I I ‘ : I I S 1 - pengukuran akan membagi 29 dokumen yang sudah ditetapkan dengan dokumen yang telah kamu buat.
T i Pilih nama dokumen yang ingin dibuat
P 1 1 Ketepatan Waktu
e nge O aan Skor ketepatan waktu diukur dari jarak antara tanggal penetapan dan tanggal unggah. Jika jarak tersebut tidak melebihi BAU yang ditetapkan maka laporan kamu sesuai. Jadi,
semakin sedikit perbedaan jarak antara tanggal penetapan dan tanggal unggah maka semakin baik.

Klik untuk memilih dokumen yang akan diunggah i

Pilih tanggal penetapan dokumen »
(tanggal yang bertanda-tangan) Tanggal Unggah Pilih tanggal unggah dokumen
pada website pemda

& -

Tanggal Penetapan

Daerah

Keteraksesan

Skor keteraksesan bukan kami yang mengukur, tetapi instansi diatas anda. Intinya khusus skor keteraksesan ini dihitung secara manual, tidak oleh sistem. Pastikan link dan bukti
yang kamu upload dapat diakses, jika link yang kamu kirim sedang tidak bisa di akses maka setidaknya kamu punya bukti seperti screenshot atau lainnya dan jika ada kesalahan
pada pengukuran kamu dapat berdiskusi dengan yang mengukur yaa hihi ...

Unggah Screenshoot bukti berupa
tampilan dokumen yang dibuka pada o o
web, dengan menampilkan URL web Tahap terakhir, klik tombol ini

Link Bukti Unggah

-

Buat Laporan Dimensi 3
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Dimensi-4
Penyerapan

Anggaran

SUMBER DATA :
LRApadaLKPD [

@ Dimarsl 2

o
Laporan Dimensi 4

Dimensi Penyerapan Anggaran

Cimensi perysrapan anggaran ssbagal suaty kewoliban yang fundomental dalom pengeioloon kewangan doerah. Penyeropon anggoron diukur dengan membandinghon antara onggoron dan realisasinga

Penyerapan Anggaran
Belanja Operasional = 80%

enartuon shor mosing- masng INJAotor oduleh perseatase OMaa anggoran belunja dengan redlisasinya
Ty R e T S e oy L0 BO%) rrvsvs whor e ergia |

1r9e 07Q30M* Bon Mok ryn Fencopd TG dod (01 [« BORL maey e dherhon ongha 1 Perrpercoon asggeram debars APS0 adeksm thar rosa vt Tl demgan 2003t

VL0 Penyeropon Angoaan diamibd cori dokumaen LD

mersi 6

Penyerapan Anggaran g . .
Belanja Modal > 80% 1 Menu Laporan Dimensi 4

@ Penyeropon Anggaran mencokup Indkanor yog diseseaitnn dengon srvknur ongg

halaman ini berfungsi sebagai inputan dokumen laporan Belanja
Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer

B UNtuk doeroh yong mash menggunaton Sruknr anggaron DEON Ses.sel pearot.y

OGO Mengaunokon indialor yary) MOl peryeropon:

Penyerapan Anggaran
Belanja Tidak Terduga = 80%

2 Menu Cara Penentuan Skor
halaman ini berisi tentang bagaimana cara penentuan skor untuk
Dimensi &4

1.Penyerapan Anggaran
Belanja Transfer = 80%

3 Menu Dokumen Dimensi 4
halaman ini berisi dokumen petujuk teknis

© Cara Panentuan Skor B Dokumen Dimens!

2 3
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Cara Mengupload Dokumen

KEUANGAN DAERAH
||||||| 4 | Laporan Penyerapan Anggaran Kembal

Detail Laporan

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran
dan realisasinya.

Dimensi-4

Laporan Tahun 2021

Penyerapan
Anggaran

Ketik
Anggaran
dan
Realisasi utk

SUMBER DATA : Anggaran Rp. 800000000 ) Belanja
0] ional
LRA pada LKPD Realisasi Rp. 100000000 4y perasiona

dan Belanja
Modal,
@ Simpan Data Tahun Ini sesuai pada
dok.LRA

Belanja Operasional

Sisa Anggaran Rp. 700.000.000

Belanja Modal

Anggaran Rp. 1 =)

Realisasi Rp. 1 D)

Realisasi B Anggaran
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Cara Mengupload Dokumen

DimenSi—4 Belanja Tidak Terduga
Penyerapan [
An ggaran Realisasi R | 100000000 " Ketik

Anggaran
dan

Sisa Anggaran Realisasi utk

Belanja

SUMBER DATA :
LRA pada LKPD

Tidak

Terduga dan
Belanja Transfer Belanja

Transfer,
Anggaran Rp. 6000000 @ sesuai pada
dok.LRA

Realisasi Rp. 4900000 )

Sisa Anggaran

Rp. 1100.000
Realisasi M Anggaran B Simpan Data Tahun Ini



Dimensi-5
Kondisi
Keuangan
Daerah

SUMBER DATA :
LO, Neraca, dan LRA pada
LKPD

KETERANGAN:
Wajlb diisl, perhatikan

digit angka, Jangan
sampal salah ketik

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Kemandirian Keuangan Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi
pemerintah daerah tidak rentan terhadap
sumber pendanaan di luar kendalinya atau
pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam
negeri maupun luar negeri.

Fleksibilitas Keuangan Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi
pemerintah daerah dapat meningkatkan
sumber daya keuangan untuk menghadapi
peningkatan komitmen, baik melalui
peningkatan pendapatan atau peningkatan

kapasitas utang (debt capacity).

Solvabilitas Solvabilitas operasional merupakan

I p N D
|\ A\
Pl INDEKS PENGELOLAAN

KEUANCAN DAERAH

Total PAD
total pendapatan

(total pendapatan - DAK)

(total kewajiban + belanja pegawai)

Operasional kemampuan pemerintah daerah dalam  Total pendapatan LO - pendapatan DAK LO)

menghasilkan pendapatan untuk menutupi
beban operasional pemerintah selama
periode anggaran.

total beban LO.
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Kondisi
Keuangan
Daerah

SUMBER DATA :
LO, Neraca, dan
LRA pada LKPD
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Solvabilitas Jangka Solvabilitas keuangan jangka pendek
Pendek menunjukkan kemampuan pemerintah (Kas dan setarakas + Investasi Jk. Pendek
daerah untuk memenuhi kewajiban Kewajiban Lancar

keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu
kurang atau sama dengan 12 bulan.

Solvabilitas Jangka Solvabilitas jangka panjang merupakan

Panjan kemampuan pemerintah daerah dalam
Jang Sl ' Total aset tetap

memenuhi kewajiban jangka panjang. kewajiban jangka panjang

Solvabilitas Layanan Solvabilitas layanan menunjukkan

kemampuan pemerintah daerah untuk
et Total asset tetap

menyediakan dan mempertahankan kualitas

jumlah penduduk
pelayanan publik yang dibutuhkan dan

diinginkan oleh masyarakat.
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Dimensi-S
iSRG E 2l Cara Mengupload Dokumen
Daerah

Dimensi 5 Laporan Kondisi Keuangan Daerah

Untuk memulai, klik tombol ini Kembai

¥ Buat Laporan Baru

Detail Laporan

Kondisi Keuangan Daerah adalah Kemampuan Keuangan suatu Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

Pilih laporan yang ingin dilihat v Pilih jenis klaster ... b

@ Lihat Atau Cari Data Dimensi 5

Laporan Kondisi Keuangan Daerah

Terdapat 6 indikator yang akan digunakan saat pengukuran yaitu Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang dan Solvabilitas Layanan. Semua indikator tersebut memiliki rumus tersendiri yang

didapat dari g . .
Pilih klaster kekmampuan fiscal daerah berdasarkan
PMK tahun berkenaan Tahun Anggaran

- Pilih laporan yang ingin dibuat -

Pilih tahun anggaran yang ingin diinput

Klaster

Pilih jenis klaster

Jumilah Penduduk

4 Ketik jumlah penduduk daerah Anda

)



5

LRA

Total PAD
Total Pendapatan
Pendapatan DAK

Belanja Pegawai

6

Neraca

Total Kewajiban
Kas dan Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Kewaijiban Lancar

Total Asset Tetap

Kewaijiban Jangka Panjang

Dimensi-S
iSRG E 2l Cara Mengupload Dokumen
Daerah

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

.
NJ

Lo
Total Pendapatan Rp. &)
DAK Rp. D)
Total Beban Operasional Rp. )

File lampiran ini opsional. Bisa berisi catatan, rekapan atau informasi lebih detail lainnya. Sebelum kamu membuatnya sendiri lebih baik bertanya dengan instansi yang mengukur mengenai file lampiran ini. Siapa tau mereka punya kebijakannya tersendiri

Upload satu atau lebih file lampirannya disini ...

Laparan ini masth bisa kamu ubah atau kamu hapus sslama belum dilakukannya pengukuran. Kalo udah diukur laparannya udah gak ada lagi disini pastinya ada di menu hasil pengukuran dan kamu udah gak bisa mengubah atau menghapusnya.

Buat Laporan Ini

)

Q)
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Cara Mengupload Dokumen

82 Dashboard

Dimensi-6
Opini BPK
atas LKPD

Loporar
@ Dimensi |
M Dimensi 2
1 Dimensi 3
T Dimensi 4

@ Dimensi 6

[i] Hasil Pengukuran

1 Menu Laporan Dimensi 6
halaman ini berfungsi sebagai inputan dokumen Opini BPK

2 Menu Cara Penentuan Skor

Dimensi 6

3 Menu Dokumen Dimensi 6
halaman ini berisi dokumen petujuk teknis

O meroute_SKI

Laporan Dimensi 6

Dimensi Opini BPK

Pamberian opini atas LKPD yong dilakukon oleh BPK R

sesuai dengan amanat percturan perundong-undangan
o Opini WTP secara 3 tahun terakhir berturut-turut akon diberiken skor |

& Opini WIP secara 2 tahun dalom masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 2/3 (0,867).

® Opini WIP secara | tahun dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut okan diberkan skor 1/3 (0.338)

% Opini Disckamer dibedikan skor 0

% sobot dimans opini BPK adalah 18

% Dola Penyaropon Angoaran diambll ol dokurmen LXPD

@ Loporon Dimensi 6

O Cara Penentuan Skor

1 2 3

& Dokumen DImMansi 6

halaman ini berisi tentang bagaimana cara penentuan skor untuk
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Dimensi-6

Opini BPK Cara Mengupload Dokumen
atas LKPD

Dimensi 6 Laporan Opini Badan Pemerikzaan Keuangan

Kembali

4 Buat laporan opini BPK baru disini

Detail Laporan

Pemberian opini atas LKPD yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. M.
kemungkinan laporan tersebut sudah di diukur. Untuk melihat laporan tersebut, silahkan menuju ke menu Hasil Pengd

anya menampilkan laporan yang belum diukur. Jika loporan sudah pernah dibuat dan tidak ada di menu ini

Pilih laporan yang ingin dilihat

® Lihat Atau Cari Data Dimensi 6

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan

Tahun Anggaran

Pilih laporan yang ingin dibuat

l< E T File Opini BPK
H A N YA Seret atau pilih file Opini BPK disini ..
LAPORAN

WIP YANG
DIUNGGAR

5. Klik

3. Browse 4. Ketik untuk

2. Pilin TA : >
file Bukti
berkenaan WTP

Keterangan membuat
laporan

Keterangan

Buat laporan opini BPK
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